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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kebijakan
—

.Mengingat : l.

Program Pembangunan Dalam Upaya Mewujudkan Visi
Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi,
mengakibatkan beberapa indikator kinerja dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016 perlu
dilakukan penyesuaian,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahunb.
2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 RPJMD dapat dievaluasi dan direvisi agar
dapat tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang
berlaku serta tanggap terhadap perubahan lingkungan
Strategis yang senantiasa berubah,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 -—

2016,
Pasal 18 ayat: (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945:

|

.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan2.
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

10.

11.

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880):

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), :

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang4.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangU5.
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):

—

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem6.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan7.
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),
.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana8.
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan9.
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan '(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

T

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
“Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663),
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Naa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
Peraturan Pemerintah Nornior 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
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Menetapkan :

22.

23.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

24.

29.

26.

27.

Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor
Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 -
2025,
Peraturan Daerah Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 28):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2011-2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 28),
diubah sebagai berikut :

1. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI Pasal 2 ayat (1) dicabut dan diganti, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode
2011-2016 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kuantan
Singingi periode 2011-2016 perubahan.

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (1) pasal yakni Pasal 9A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Setiap SKPD berkewajiban untuk menyesuaikan Rencana Strategis
(Renstra) berdasarkan perubahan RPJMD ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.N Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12Mei 2015

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

he Latar4
H.SUKARMIS

an Diundangkan di Teluk Kuantan
N pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU : 5.20.C/2015


